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Bismillahirohmanirohim
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MASYARAKAT DI INDONESIA”. Kami sadar bahwa penulisan
buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri
yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal,
desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada
banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam
menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan
contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum
maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak
belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta
dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya
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Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang
tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani
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Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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BAB
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir,
tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan
seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik
Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak
hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi
bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Sejak tahun 1998 terjadi perubahan mendasar terhadap
sistem ketatanegaraan dengan adanya reformasi yang memberi
pengaruh yang sangat penting terhadap Polri.Reformasi yang
dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk
mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakat sipil atau
sering disebut sebagai masyarakat madani.Seiring dengan
perkembangan tersebut, Polisi Indonesia telah mengalami
reformasi, yaitu dengan dibebaskannya Polisi Indonesia dari
jajaran ABRI (sekarang TINI).Kini Polisi harus kembali kepada
fungsi semula sebagai penegak hukum, pemberantas kejahatan
dan pengayom masyarakat yang diberi kewenangan untuk
mengatur dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan
warganya.Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan
MPR RI Nomor VI tentang Peran Tentara Nasional Indonesia
dan VII Tahun 2000 tentang Peran Kepolisian Negara Republik



BAB

A.
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TINJAUAN
PUSTAKA

Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala
kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara
yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-
norma tertentu.Menurut Kencana (2001:43) secara etimologi
pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian
mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang
berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan
mengurus suatu negara.

2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang
berarti perihal, cara pembuatan atau urusan dan badan yang
berkuasa dan memiliki legitimasi.

Yang dimaksud pemerintah (government) menurut
Koswara (2005 : 20) adalah lembaga atau badan-badan publik
yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai
tujuan negara. Sedangkan pengertian  pemerintahan
(governance) adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan
publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai
tujuan negara.

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich
dalam Tutik (2006 : 97) adalah segala urusan yang dilakukan



yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

BABl METODE

PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Metode penelitian adalah kegiatan mengkaji suatu
masalah secara teliti dan teratur, dengan cara menyusun
gagasan yang terarah dan terkonsep untuk memecahkan
permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat atau
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BAB KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua
hal pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek, dan yang dipimpin
sebagai  objek. Kata ~ pimpin  mengandung  pengertian
mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga
menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai
tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap
keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi
pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang
mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya.

Tugas pokok-seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang
terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,
dan mengawasi.

Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai
hanya oleh pimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakan
orang-orang yang dipimpinnya. Agar orang-orang yang dipimpin
mau bekerja secara erektif seorang pemimpin di samping harus
memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu memperhatikan
hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang
pemimpin meliputi: pengambilan keputusan menetapkan sasaran
dan menyusun kebijaksanaan, = mengorganisasikan dan
menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik
secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara
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BAB

KESIMPULAN
DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan nyata profesionalisme

128

terhadap kinerja Divisi Profesi dan Pengamanan dalam
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Namun suatu kemampuan dan keterampilan seorang dalam
melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan
masing-masing ternyata masih rendah dan belum terlaksana
dengan baik. Hal ini disebabkan masih kurang tertanamnya
sikap altruisme, komitmen, toleransi, integritas, respek dan
sense of duty pada sebagian anggota Polri dalam
melaksanakan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap
kinerja yang dihasilkan.

Terdapat pengaruh positif dan nyata komitmen anggota
Polri terhadap kinerja Divisi Profesi dan Pengamanan dalam
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Namun suatu konstruk psikologis yang merupakan
karakteristik hubungan anggota organisasi dengan
organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan
individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam
berorganisasi ternyata masih rendah dan belum terlaksana
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Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).
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Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun
2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land
Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of
Social Science Humanities Research, 2019); dan Improving The
Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in
Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of
Social Science and Humanitities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara
lain Regional Asset Management Mechanism Based on
Government Law and Regulation in Indonesia, (East African
Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019);
Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the
Business Performance of Restaurants in Thailand, (International
Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020);
Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching
Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance
and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020);
Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance
Management of The Independent Fisherman Group in Village
Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman,
2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength
Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports,
(South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences,
2020); Government Handling and Policies in Overcoming The
Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of
Education and Literature, 2020); Implementation of Good
Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation
Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting
Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare,
(International Journal of Mechanical and Production engimeering
Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020);
Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of
Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl
Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of
Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR
Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund
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Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses,
(Artech Journal of Current Business and Financial Affair
(AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation
Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing
Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). -
Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa
(bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan
prinsip government judgement

rulehttp:/ /jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata’'lim
Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun
1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu
(lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP
Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH
Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi
Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik
IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College
Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun
1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free
Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di
PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta
tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998,
Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di
PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta
tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara
lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN
tahun 2020, Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di
International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun
2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda
tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan &
Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa
di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020,
Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun
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2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020,
Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun
2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing
ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi
Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi
Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi
Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat
Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat
Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN
tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan
Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di
LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa
Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan
SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan
& Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi
sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun
2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian
Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam
Bendera dalam Pengadaan  Perspektif Realita Lapangan &
Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan
Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN
tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness,
Understanding & Implementing Quality Management System di
LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa
Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi
Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22
Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan &
Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai
dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform
While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan
dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi
BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN
tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality
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Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam
Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep
Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN
tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang &
Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam
Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk
Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi
di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP
Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP
Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis
bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 &
Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer
(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di
BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di
BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-
KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-
Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di
LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh
BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International
Quantitative ~ Research (CIOnR) di  Quantum  HRM
International KAN tahun 2021, Certified International Qualitative
Research (CIQaR) di Quantum HRM International KAN tahun
2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan
tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di
SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu
tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen
STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol
Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia
Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun
2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun
2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal
Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga
Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua
Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert
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Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh
Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun
2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan
Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang,
Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan
Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant
di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT.
Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d
Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak
+62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiarab6@gmail.com, juga
bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas
Muhammadiyah Makassar, J1. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

Makassar, 18. September 2021
Hormat Kami,

ot

A.Junaedi Karso
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Dr. Reban, SE, M.Si. lahir di Purworejo
pada tanggal 2 Juni 1965. Pernah
menempuh Pendidikan Sarjana di STIE
Rajawali Purworejo kemudian
melanjutkan Pendidikan Magister di
Universitas Satyagama Jakarta, dan
Pendidikan doktoral di Universitas

Satyagama Jakarta.

Selain menulis dia juga merupakan Kasubbagbinlih Bagrehab
Divpropam Polri. Berbagai penghargaan pernah diraih
diantaranya Satya Lencana Shanti Dharma, Mendali Perdamaian
PBB, Tanda Kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia,
Penghargaan PPIH Arab Saudi, Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun,
dan Bintang Bhayangkara Nararya
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